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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pattani terletak di Semenanjung Melayu dengan pantai Teluk Siam sebelah 

utara. Di bagian selatan terdapat gunung-gunung dan atraksi seperti taman negara 

Budo-Sungai Padi yang berada di perbatasan provinsi Yala (jala) dan Narathiwat 

(menara) . Disini juga beberapa kawasan perbatasan dengan Songkhla dan Yala 

pula terdapat sebuah taman rimba yang terkenal dengan gunung terjunnya Natok 

Sai Khao. Pada awalnya, Pattani merupakan sebuah Kerajaan Melayu Islam yang 

berdaulat, mempunyai sistem kesultanan dan perlambagaan yang tersendiri. Patani 

adalah sebagian dari (Tanah Melayu), namun pertengahan abad ke-19 Patani telah 

mejadi korban penaklukan Kerajaan Siam. 

Pada tahun 1785/6, penakluk siam terhadap Patani serta pengakuan 

Beritania raya dalam usahanya untuk mengokohkan kependudukan Thailand di 

Patani, pada tahun 1902 Kerajaan Siam (Thailand) melaksanakan Undang-undang 

Thesaphiban. Dengan itu, sistem pemerintahan Kesultanan Melayu telah 

dihapuskan. Dengan ditandatangannya perjanjian Bangkok pada tahun 1909 

(Anglo Siame Treaty), Patani telah diakui oleh Britania sebagai bagian dari 

wilayah dibawah kekuasaan Kerajaan Thailand dengan tanpa mempertimbangkan 

keinginan dan aspirasi dari penduduk asli melayu Patani (sebagai pihak pribumi). 
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Sejak penghapusan pemeritahan kesultanan Melayu patani, masyarakat 

melayu Patani berada dalam posisi tertekan dan lemah, seperti yang di ungkap 

oleh W.A.R, Wood, Konsul Beritania di Songkhla:“Penduduk melayu telah 

menjadi mangsa sebuah pemeritahan yang tidak diperintah dengan baik. Justru 

akibat pemaksaan inilah kekacauan sering terjadi di patani. Pada tahun 1923, 

Tangku Abdul kadir Kamaruddin, mantan Raja Melayu Patani”. 

Denagan dukungan  pejuang-pejuang Turki, Memimpin gerakan 

pembebasan. Semangat anti-siam menjadi lebih hebat saat kerajaan Pibul 

Songgram (1939-1944) mencoba mengasimilasikan kaum minoritas Melayu ke 

dalam masyarakat siam melalui Undang-Undang Rathaniyom. Keterlibatan Siam 

dalam  Perang Dunia Kedua di pihak jepang telah memberikan harapan kepada 

orang-orang Melayu Patani untuk membebaskan tahan air mereka dari penjajahan 

Siam. Tangku Mahmood Mahyideen, putra mantan Raja Melayu Patani juga 

seorang pegawai berpangkat Mayor dalam pasukan Force 136, telah mengajukan 

proposal ke pihak Britania di India supaya mengambil alih Patani dan wilayah 

sekitarnya serta digabungkan ke dalam Tanah air Melayu. 

Proposal Tengku Mahmud itu selaras dengan proposal pejabat Tanah 

Jajahan Britania dalam mengkaji kedudukan tanah Segeting Kra dari sudut 

kepetingan keamanan Tanah Melayu setelah perang nanti. Harapan itu semakin 

terbuka saaat pihak sekutu dalam Perjanjian San Francisco pada bulan April 1945, 
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menerima prinsip Hak Menentukan nasib sendiri (Self-determination) sebagai 

usaha membebaskan tanah jajahan dari belenggu pejajahan. 

Setelah Persindangan Songkhla pada awal Januari 1949, pihak berkuasa 

Britania di Tanah Melayu atas tentutan pihak Siam (Thailand) mulai mengambil 

tindakan terhadap pemimpin-pemimpin pejuangan Patani, GEMPAR juga telah 

dilarang. Tengku Mahmood Mahyideen ditekan, sementra Haji Sulung dihukum 

penjara. Pergerakan politik Patani semakin lemah dengan kematian Tengku 

Mahmood Mahyideen dan Haji Sulung pada tahun 1945. 

Wilayah Patani atau empat provensi (the for provence) ini merupakan 

komunitas beragama Islam yang mendominasi populasi di wilayah tersebut, 

Secara Kesukuan keempat provensi ini memiliki ikatan sejarah Ke-melayuan 

sebagai karakter identitas yang cukup kuat di bidang dengan suku-suku bangsa 

Thai (Siam). Gambaran ini membuat Komunita Melayu di selatan Thai memiliki 

perbedaan dalam sudut agama, kepercayaan, bahasa, adat-istiadat dan tata cara 

kehidupan yang berbeda dengan bangsa Thai pada umunya. 

Pada tahun 1930-an, timbul revolusi di Siam /Thailand di mana sitem 

monarki absolut Thailand berganti menjadi sistem munarki perlimeter yang 

keanggotaanaya didominasi oleh orang-orang dari kalangan militer. Pengertian 

sistem pemerintahan tersebut lantas di ikuti semakin radikalnya kebijakan 

pemeritah Thailand tehadap Wilayah-wilayah di Thailand selatan. Jika di era 
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monarki absolutorang-orang Melayu lokal masih memiliki perwakilan di badan 

pemerintahan Thailand selatan, maka di era monarki konsititusional sismtem 

perwakilan daerah tersebut dihapuskan dan diganti menjadi sistem yang lebih 

sentralistik. 

Kebijakan-Kebijakan pemerihtahan Thailand yang baru belum sampai 

disitu. Peraturan-peraturan lokal berbasihkan Islam juga dihapuskan dan 

masyarakat minoritas muslim melayu di selatan dihapuskan memakai aksara serta 

bahasa Thai – menggantikan bahasa melayu selama ini mereka pakai. Hal tersebut 

pada gilirannya menimbulkan masalah baru bagi penduduk muslim melayu di 

selatan Thailand yang di tidak fasih (mahir) berbahasa Thailand kerana peluang 

mereka mendapatkan pekerjaan jadi menipis. Buntutnya, pengangguran di 

kawasan setempat pun mulai membludak sehingga rasa tidak suka masyarakat 

lokal kepada pemerintah Thailand terus meningkat hingga akhrinya berujung pada 

lahirnya penentangan kelompok-kelompok bersenjata yang anti pemeritah. 

Kebijakan permerintahan Thailand adalah UU darurat militer  di 

berlakukan di negeri Gajah Putih (Thailand) itu sejak bulan Mei 2014, ketika 

militer mengambil alih pemerintahan dari bekas Perdana Menteri Yinglack 

Shinawatra Tanggal 22 Mei 2014. 
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Perdana Menteri Prayuth mengatakan bahwa pemerinthannya akan 

menggantikan UU tersebut dengan No.44 Konstitusi Thailand yang lebih ringan 

sekalipun masih mempertahankan kekuasaan di tangan meliter. 

No.44 ini sendiri mengundang bayak kritik dari pegiat hak asasi 

manusia,partai polotik dan alademisi yang menyatakan junta meliter akan dapat 

memerintah tanpa imbangan kekuasaan. 

Sekali pun begitu, langkah ini diharapkan menjadi kebijakan dalam 

penyelesaian koflik di selatan Thailand itu sendiri, sekalipon dengan kebijakan ini 

belum bisa untuk menyelesaikan Koflik-koflik di Patani selatan Thailand. 

Pada Bulan April 2004 juga menjadi aksi di mana salah satu momen 

paling kontrolversial dalam konflik di selatan Thailand terjadi. Saat itu – tempatnya 

pada tanggal 28 April – sekitar 100 orang anggota milisi meyerang 10 pos militer 

di Thailand selatan. Serangan tersebut berhasil dipatahkan dan sebagian dari para 

milisi tersebut kemudian lari bersembuyi di Masjid Krue Se, masjid yang sangat 

disakralkan oleh penduduk Muslim lokal. Para tentera yang mengejar milisi-milisi 

tersebut lalu menembak masjid dan menewaskan milisi – milisi yang bersembuyi 

di dalamnya. Pristiwa tersebut langsung memancing kemarahan dari para 

penduduk Muslim setempat sehingga saat ini konflik berdarah masih tetap terjadi. 

Selain itu, pada kenyataan kaum minoritas melayu Patani di selatan 

Thailand adalah kaum tertindas, terutama di sebabkan oleh sikap pemerintah 
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Thailand yang “mau menag sendiri” serta tidak bersedia untuk memahami kondisi 

dan aspirasi masyarakat tempatan baik dalam penerapan kebijakan maupun 

program –program negara lainnya. Sebab lain dari pertikaian dan gambaran 

muslim Patani dengan pemerintah dan masyarakat Thai (Siam) dapat dilihat sejak 

dari proses pembahagian wilayah dan pengganbungan daerah Patani ke dalam 

wilayah kerajaan  Thailand dengan kerajaan Inggeris (yang menduduki Malaysia 

diwaktu itu) melalui perjanjian anglo tahun 1902 (Anglo Siam –Inggeris Treaty). 

Sebagai isi dari perjanjian itu, menghapus kekuasaan raja – raja melayu 

serta menepatkan wilayah Patani bukan lagi sebagai sebuah kerajaan melayu yang 

merdeka dan berdaulat (Kingdom Of Patani Malay), akan tetapi merupakan 

sebagian dari wilayah kekuasaan dalam kerajaan Siam (Thailand), Semejak 

wilayah-wilayah Patani dianeksasi menjadi bagian dari negara Thailand, sengketa 

di Patani menjadi kasus pembunuhan yang tidak pernah henti. Kasus pembunuhan 

yang dilakukan oleh pihak perjuangan kebangkitan Melayu Patani atau sebaliknya 

rancangan pembunuhan yang dilakukan oleh kerajan Thailand. 

Konflik berdarah tersebut, berlaku berdasarkan fase sejarah keganasan 

kerajaan Thailand. Terlepas dari pada keganasan Kecil – Kecil yang bersifat 

harian, keganasan atau kekejaman pemerintahan Thailandyang berkala besar – 

besaran , menurut catatan sejarah sebagai berikut: 
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Pertama, keganasan pada fase awal kependudukan Thailand di Patani 

(1785-1902). Thailand melakukan penaklukan, pembunuhan, kekejaman dan 

penghinaan terhadap stnis minoritas. Seperti membakar istana-istana raja Melayu, 

masjid-masjid, pembunuhan massal kalaut, paksaan untuk menggali batangan 

sungai “Sengsek”. Sengsek bermakna piring makan dan sekaligus sebagai alat 

untuk menggali sungai tersebut. Jadi, sungai Sngsek yang berada di tengah-tengah 

Kota Bangkok itu adalah hasil perhambaan (penghinaan) terhadap etnis Melayu 

Muslim Patani pada fase awal penaklukan. 

Sehubungan dengan tindakan kriminal pemerintahan Thailand yang tidak 

pernah berhanti itu, tahun 1960 merupakan tahun kebangkitan Melayu Muslim 

Patani melalui angkatan bersejata. Diantara gerakan-gerakan angkatan bersejata, 

gerakan “Barisan Revolusi Nasional Patani (BRN) ” adalah gerakan Melayu 

Muslim Patani yang menjadi ancaman besar terhadap pemerintah Thailand. 

Sekalipun semikian, pihak pemerintah Thailand semakin hari semakin keras dan 

beruntal dalm tindaka. Melalui undang-undang istimewa tentara (kokmai phisek 

no.44) dapat melakukan secara bebas perintah makamah dalam menangkap, 

mencoroboh, merampas, mencuri harta benda dalam rumah mangsa, membunuh 

dan membayar. Lebih-lebih lagi terhadap paraa tokoh masyrakat alumni Indonesia, 

Universitas Ramkhamheng Bangkok dan Timur Tenguh kerana di percayai para 

kadir gerekan Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani (BRN).  
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Kebijakan Asimilasi (peleburan dua budaya yang berbeda menjadi satu-

red) secara besar-besaran ini digagas oleh pemimpin partai nasionalis Pibul 

Songkhram pada tahun 1940-an menciptakan kebencian lebih lanjut di antara 

Muslim Melayu . 

  Pemerintah memaksa orang Melayu untuk melepaskan identitas mereka 

baik sebagai Melayu maupun Muslim . Mereka dilarang mengenakan pakaian 

tradisional Melayu seperti sarung  dan penutup kepala , atau kerudung , tidak 

diizinkan  berbicara Melayu dan diminta untuk menggunakan  nama Thailand. 

Mereka juga dilarang mengamalkan Islam atas dasar  bahwa agama Buddha 

merupakan agama yang dominan di Thailand. 

Pemerintah menghapuskan pengadilan Islam yang telah didirikan untuk 

mengatur urusan keluarga Muslim , dan mahasiswa Melayu diperintahkan untuk 

memberikan penghormatan kepada gambar Buddha yang ditempatkan di sekolah 

umum . 

Permasalahan konflik vertikal antara masyarakat Patani yang umumnya 

beragama Islam dengan pemerintah Thailand, seperti dipaparkan itu, 

sesungguhnya menjadi bagian evaluasi dalam permasalahan konflik di selatan 

Thailand. Evaluasi terjadi pada lembaga yang mengaplikasikan perdamaian yang 

mana selama 14 tahun lalu, terhitung dari tahun 2004 hinga 2018 kebijakan yang 

di ambil oleh permerintah Thailand belum menemui jalan damai terhadap konflik 

Patani. 
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Adapun tujuan dari evaluasi yang diharapkan, secara umum dapat 

membawa perubahan baru dalam proses pengambilan atau penerapan kebijakan 

pemerintah Thailand akan membangun perdamaian yang sejati terhadap konflik 

berkepanjangan di Patani. 

Mereka yang menolak mematuhi kebijakan ini ditangkap , beberapa 

bahkan disiksa . Kebijakan ini berdampak negatif terhadap hubungan antara 

pemerintah Thailand dan rakyat di selatan Thailand. 

Bertitik tolak dari permasalahan yang penulis paparkan dalam latar 

belakang masalah di atas itu, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai 

upaya-upaya dalam kebijakan menangani konflik antara komunitas muslim 

melayu dan pemerintah Thailand yang terjadi di Patani dengan judul :  

EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN THAILAND DALAM 

PENYELESAIAN KONFLIK DI PATANI SELATAN THAILAND  

B. Fokus Masalah 

Berdasarkan infomasi yang penulis dapatkan dari informasi akurat tentang 

kejadian dan fakta yang sebenar dan didukung oleh buku-buku sejarah, media 

sejarah dan politik serta islam di mungthai.1 Artikel-artikel TUNAS aspirasi 

masyarakat melayu Patani lembaga-lambaga pemerintahan Thailand (Islamic 

Council Of  Narathiwat dan Southern Border Provinces Administrasi Centre), 

                                                             
1

 www.bangkokpost.com/www.insouthvoice.com/www.patanikini.com 
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maka fokus berikut penelitian ini berkenaan dengan evalusi kebijakan pemerintah 

Thailand terhadap penyelesaian konflik di Thailand selatan. 

C. Rumusan Masalah 

Dari indentifikasi masalah di atas, penulis dapat masalah-masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana kebijakan pemerintah Thailand dalam penyelesaian konflik 

di patani ? 

2. Apa yang menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan pemerintah 

Thailnad dalam penyelesaian konflik di patani ? 

3. Bangaimana solusi kebijakan pemerintah Thailand dalm penyelesaian 

konflik Patani selatan Thailand? 

D. Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan rumusan masalah yang dibawa dalam pertanyaanpertanyaan 

yang menjadi titik fokus yang akan menjawab terhadap persoalan yang terjadi 

seputar permasalahan yang dirumuskan diatas, Adapun tujuan dari penelitian imi, 

penulis ingin menjawab serta mengungkap fakta dan penyelesaian dari evaluasi 

kebijakan-kebijakan dalam mencari solusi damai dalam konflik di Patani, Adapun 

tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk mengatahuai kebijakan pemerintah Thailand dalam 

penyelesaian komflik di Patani. 

2. Untuk mengetahui penghabat dalam penyelesaian konflik untuk 

mencapai solusi damai di patani. 

3. Untuk memahami faktor-faktor tujuannya konflik di patani 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Sebagai memberikan kontribusi akdemik, bagi meningkatkan dan 

pengembangan ilmu pengetahuan, khusunya dalam bidang gerakan sosial politik. 

2. Secara Praktis 

a. Pemerintah Thailand  

Sebagai kontribusi praktis, bagi memberi pemahaman sikap 

indentitas kelompok minoritas dalam menentukan kebijakan oleh 

penguasa. 

b. Instansi  

Memberikan kontribusi keimuan yang baru mengenai kebijakn  

yang ada di Negara lain sehinga bisa dijadikan sebagai bahan 

perbandingan system kebijakan antara Negara. 
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c. Penulis  

Untuk memenuhi salah syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S1 

Ilmu Sosial dan politik, khususnya pada bidang kajian analisa 

politik. 

F. Kerangka Pemikiran 

Sebagaimana diketahui, adanya perubahan sosial politik dan globalisasi 

dalam interaksi kehidupan manusia sekarang ini dituntut agar manusia itu lebih 

rasional dan obyektif terhadap kenyataan. Demikian pula dalam sebuah negara. 

Disamping harus sesuai delema konflik semasa, juga harus sesuai dengan 

konstitusi pelembagaan negara. 

Persoalan kebijakan menangani konflik yang lahir, bagi pemerintahan 

yang memiliki wilayah-wilayah kekuasaan suatu bangsa akan lebih kompleks. 

Selain keharusan menilai dan atau merubah sistem dalam pelembangaan negara, 

juga keharusan mengambil suatu altanatif kebijakan serta penyelesaian terhadap 

perubahan konflik untuk mendapat solusi damain. Sehubungan dengan itu, 

kompleksitas yang harus ditempuh oleh pemerintah serta seperangkat elemen 

tindakan-tindakan yang lebih rasional dan obyektif, penangananya mungkin bukan 

hanya antara pemerintah dan masyarakat yang bersengketa yang menjadi sasaran 

konflik, akan tetapi juga diikutserta dengan Negara kedua atau ketiga. 
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Sehubungan dengan itu, antara konsep teori yang terkai dengan fokus 

penelitian dalam penyelesaian konflik adalah dengan mengevaluasikan kebijakan-

kebijakan pemerintah serta menilai atau mentranformasi akar terjadinya konflik 

berkepanjangan ini. 

1. Teori Evaluasi kebijakan  

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektivan 

kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh 

mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan 

dengan kenyataan. Menurut Anderson dalam Winarno ( 2008:166), secara umum 

evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi 

atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak 

pelaksanaan kebijakan tersebut.  

Menurut Lester dan Stewart (Winarno, 2008:166) evaluasi kebijakan dapat 

dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk 

menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan 

dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk 

menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau 

kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan 

persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap 

implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (outcome) atau dampak (impact) 
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dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan 

langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang.  

1. Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan  

James Anderson dalam Winarno (2008 : 229) membagi evaluasi 

kebijakan dalam tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi yang 

diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap 

evaluasi, sebagai berikut:  

a. Tipe pertama Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan 

fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan 

fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang 

sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.  

b. Tipe kedua Merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada 

bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi 

ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi 

dalam melaksanakan program.      

c. Tipe ketiga Tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini 

melihat secara obyektif program-program kebijakan yang 

dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan 

melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut 

tercapai.  
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Berdasarkan ketiga tipe tersebut yang paling sesuai dalam penelitian ini 

adalah tipe yang ketiga, yakni tipe evaluasi kebijakan sistematis, di mana peneliti 

ingin melihat sejauh mana pelaksanaan Kebijakan Program Jamkesta, dengan 

mencari tahu apakah kebijakan yang dijalankan telah mencapai tujuan yang telah 

ditetapka. 

2. Dimensi Evaluasi Kebijakan  

Dampak dari kebijakan mempunyai beberapa dimensi dan semuanya harus 

diperhatikan dalam membicarakan evaluasi .Menurut Winarno )2002 :171 - 174 (

setidaknya ada lima dimensi yang harus dibahas dalam meperhitungkan dampak 

dari sebuah kebijakan .Dimensi-dimensi tersebut meliputi : 

a .Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak 

kebijakan pada orang-orang yang terlibat  

b .Kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaan-keadaan atau 

kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan 

c .Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaankeadaan 

sekarang dan yang akan datang 

 d .Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung 

yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik  

e .Biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau 

beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik . 



16 
 

 

Evaluasi kebijakan sebagai aktivitas fungsional, sama tuanya dengan 

kebijakan itu sendiri .Pada dasarnya ketika seseorang hendak melakukan evaluasi 

dampak kebijakan, ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu : 

a .Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberikan informasi yang valid 

tentang kinerja kebijakan .Evaluasi dalam hal ini berfungsi untuk 

menilai aspek instrumen )cara pelaksanaan (kebijakan dan menilai hasil 

dari penggunaan instrumen tersebut . 

b .Evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai kepastian tujuan atau 

target dengan masalah dihadapi .Pada fungsi ini evaluasi kebijakan 

memfokuskan diri pada substansi dari kebijakan publik yang ada .

Dasar asumsi yang digunakan adalah bahwa kebijakan publik dibuat 

untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada .Hal yang seringkali 

terjadi adalah tujuan tercapai tapi masalah tidak terselesaikan . 

c .Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi sumbangan pada 

evaluasi kebijakan lain terutama dari segi metodologi .Artinya, evaluasi 

kebijakan diupayakan untuk menghasilkan rekomendasi dari penilaian -

penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi. 

 


